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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi di suatu negara tidak dapat maju tanpa adanya dunia usaha
yang berkembang secara pesat dan efisien, schingga perkembangan dunia usaha di
dunia ini memang harus didukung. Akan tetapi pesatnya perkembangan dunia usaha
tersebut harus diimbangi dengan “‘penciptaan™ rambu—rambu pengawas. dunia usaha
yang berkembang terlalu pesat dan tidak mengacu pada rambu-rambu vang ada.

jelas pada akhirnya tidak akan menguntungkan.l

Dalam Kkenyataannya, di Indonesia usaha-usaha swasta memang telah
membuktikan peranannyva dan menghasilkan ekonomi. meskipun dalam periode
resesi juga paling besar peranannya dalam menurunkan tingkat pertumbuhan
ekonomi.’ Peluang—peluang usaha yang tercipta dalam kenyataannya belum dapat
membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalain pembangunan
di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut,

}

disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat

sehingga pasar terjadi terdistorsi. Disisi lain. perkembangan.usaha swasta dalam

1 % o & 5
Sumantoro, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarata, 1986. Him 362

? Pandji Anoraga. BUAMN. Swasta dan Koperasi, Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya. 1995, Him
160




kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dan perkembangan usaha yang

tidak sehat.

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan
yang terkait antara pengambil keputusan dengan pelaku usaha, baik secara langsung
maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan, dan melahirkan
praktek monopoli, keadaan ini membuktikan penyelenggaraan ekonomi nasional

kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat kita lihat ciri-ciri positif yang dapat kita
capai dan pertahankan dalam sistem perekonomian kita. Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi
ncgara dan mengenai hajat hidup orang banyak dikuasai olch negara serta bumi dan
air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Jadi secara implisit, UUD 1945 juga mengakui adanva
bentuk monopoli berupa penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup

orang banyak. Dan ini terealisasi dari penguasaan BUMN atas bidang tertentu.”

Prof. Dr. Nurimansyah Hasibuan mengidentifikasi sumber—sumber yang

menyebabkan konsentrasi industri sehi’ngga menghasilkan praktek monopoli, yaitu:®

1. Kemajuan teknologi. kemajuan teknologi ini pada satu sisi berguna untuk

mengatasi rintangan lokal dan peningkatan efisiensi. Namun, di sisi lain dapat

* Ibid
: Pandji Anoraga, Op.cit, Hlm 168

Marwah M. Diah & Joni Emirzon. Aspek — Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia,
Palembang, Percetakan Universitas Sriwijaya, Cet ke 1, 2003, HIm 7




menghasilkan konsentrasi tinggi, sebab tidak semua pengusaha dapat menguasai
kinerja efisiensi itu.

. Perlindungan yang berlebihan, konsentrasi industri yang menimbulkan
monopoli juga muncul karena perlindungan yang berlebihan. Perlindungan ini

diberikan oleh pemerintah dalam bentuk sebagai berikut:

'a. Pasar barang jadi yang di produksi di dalam negeri dilindungi dengan tarif
nominal, sedangkan bahan baku yang belum diproduksi di dalam negeri

tarifnya relatif rendah.

b. Perlindungan pasar juga bisa dengan penetapan harga jual oleh pemerintah
tidak semata—mata melindungi konsumen. tetapi melindungi perusahaan —

perusahaan yang tidak efisien agar terus dapat hidup.

c. Menetapkan captive market yang berarti memberikan kedudukan monopoli

bagi suatu perusahaan. baik secara nasional. regional, maupun lokal.

. Menciptakan entry barrier (rintangan masuk), pemerintah memberikan izin

kepada perusahaan tertentu untuk memproduksi jenis barang tertentu.

. Keringanan pajak dan subsidi, konsentrasi indusri terjadi juga karena adanya
perlindungan pemerintah berupa keringanan pajak dan subsidi. Keringanan pajak
dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah memungkinkan perusahaan tersebut

untuk melakukan akumulasi modal dari perolehan laba yang tinggi.

. Konsentrasi terjadi melalui merger diantara perusahaan— perusahaan sejenis,

merger berarti perusahaan yang lemah dipaksa bergabung dengan perusahaan

sejenis yang lebih kuat dengan sendirinya mengurangi persaingan.




Berbagai indikator yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Nurimansyah Hasibuan
di atas, pada kenyataannya telah terjadi di Indonesia, yaitu konsentrasi industri yang

dilakukan perusahaan—perusahaan dan cenderung melahirkan praktek monopoli.

Istilah monopoli telah memberikan suatu kesan bagi masyarakat yang secara
“konotatif” tidak baik dan merugikan kepentingan orang banyak, di kalangan dunia
usaha tefah membuat makna monopoli kadang kala bergeser dari pengertiannya
semula. Jika kita meﬁdengar istilah “monopoli”, maka akan terbayang dalam benak
kita adanya penguasaan terhadap suatu bidang tertentu olch seseorang atau
sekelompok orang secara mutlak tanpa memberikan kesempatan bagi orang lain

untuk ikut ambil bagian.®

Meskipun demikian pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk
mengantisipasi perkembangan praktek monopoli tersebut, hal ini dibuktikan dengan
dikeluarkannya suatu Peraturan Perundang-Undangan tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dituangkan ke dalam suatu
Undang-Undang. yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Maksud
dikeluarkannya Undang-Undang tersebut untuk menjaga iklim perekonomian agar
selalu bertemu dengan kepentingan fakyat. serta menghendaki adanya kesempatan
yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi
serta pemasaran barang dan jasa di dalam iklilm usaha yang sehat. efektif dan

efisien, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya

¢ Ibid Him 8




meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan

jiwa UUD 1945.7

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, definisi Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) dan (6), yang

masing-masing menyebutkan :
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau Icbih
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas
barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak schat

dan dapat merugikan kepentingan umum.
Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. yaitu :

“Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan
dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan

usaha”.

Meskipun Pemerintah tclah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat di dalam dunia usaha. Hal ini dikemukakan oleh Amir
Hamzah Pane yang menegaskan bahwa Pedagang Besar Farmasi (PBF) selaku

distributor obat terbesar melakukan monopoli kepada pihak apotek dan pedagang

? Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada. 1999, Him 4



lainnya dengan cara menjual obat-obatan lainnya dengan cara menjual obat tersebut
dengan harga yang cukup tinggi.?

Seperti juga halnya dalam bidang hukum yang lain, maka dalam bidang
hukum monopoli ini pun berlaku prinsip tidak ada gunanya sebagus dan sesempurna
apapun peraturan tertulis jika hal tersebut tidak bisa diwujudkan kedalam praktek.’
Agar praktek dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan tertulis.
maka aspek pelaksanaan hukum (law enforcement) juga harus diatur, diarahkan dan
dilaksanakan secara rapi. Jika tidak, maka ketentuan peraturan tertulis tersebut hanya

menjadi macan kertas yang sia-sia.

Untuk dapat terwujudnya ketentuan-ketentuan tentang anti monopoli ini
kedalam prakick. maka dibentuklah suatu lembaga yang bernama Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas
dari pengaruh dan kekuatan pemerintah serta pihak lainnya. KPPU bertanggung
jawab secara langsung kepada Presiden selaku kepala negara.'” Akan tetapi
kewe:l?angan dari Komisi Pengawas ini hanya sebatas memberikan sanksi-sanksi
administratif. sedangkan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi pidana dan perdata tctap
pejabat penegak hukum umum, yaitu : Kepolisian untuk pejabat penyidik, Jaksa

untuk pejabat Penuntut. dan Hakim untuk mengadilinya.

Akan tetapi sangat berbeda sekali dengan kenyataan di lapangan, dengan
adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak membuat

para pelaku usaha takut untuk melakukan monopoli dan persaingan usaha yang tidak

: Neraca, Tanggal 3 Agustus 2000, Him 6

Mumr Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Bandung, PT.
Citra Aditya Bakti, 2003, Him 117
' Ibid, Him 101




sehat. Padahal jika Undang-Undang Anti Monopoli berjalan maka pelaku usaha
akan sangat diuntungkan, karena tidak perlu lagi mencari kenalan atau kolusi untuk
memperlancar usahanya,sehingga kegiatan usaha dan perjanjian usaha pun akan

diatur."! .

Sejalan dengan upaya penanggulangan kejahatan, juga dikemukakan oleh G.
Hoefnagels,'”> bahwa pada intinya upaya penanggulangan dapat digolongkan
menjadi dua macam. Pertama, upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana
penal, yaitu penerapan hukum pidana (crime law application). Kedua, dengan sarana
non penal, yaitu pencegahan tanpa pemidanaan (prevention without punishment) dan
mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan

(influencing view of society on crime and punishment with mass media).

Dari uraian ini, ditegaskan oleh Barga Nawawi Arief.”> upaya
penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Melalui
pendekatan kebijakan diharapkan setiap upaya penanggulangan kejahatan dapat
diusahakan adanya keterpaduan (integralitas) dengan kebijakan sosial dan adanya
keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non

penal. I

Scjalan dengan pemikiran ini, dikemukakan olech Prof. Sudarto, '
melaksanakan politik hukum pidana (kebijakan pidana..pcnulis), berarti mengadakan

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik,

1 .
Ibid
B?rda Naw.awi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
s Pidana Penjara, Universitas Deiponegoro, Pidana, Semarang, 1996, Him 4
“ Ibid
" Ibid, Him 28



dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, ini berarti melaksanakan politik
hukum pidana (kebijakan pidana) adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan

untuk masa-masa yang akan datang.

Atas dasar pemikiran ini ditegaskan oleh Prof. Barda Nawawi Arief.'* bahwa
kebijakan pidana (penal policy) pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya
untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana, yang sesuai dengan nilai-
nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia, yang
melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan pencgakan hukum

(law enforcement) di Indonesia.

Pembuatan undang-undang yang menggunakan sanksi pidana. dengan tujuan
untuk menjamin ditaatinya norma-norma hukum yang dirumuskan dalam undang-
undang tersebut, menurut Barda Nawawi Arief.'® harus didekati dengan pendekatan

kebijakan dan pendekatan nilai.

Akan tetapi. uraian-uraian tersebut sangatlah berbeda dengan kenyataan saat
ini. usaha dari para penegak hukum untuk mensosialisasikan Undang-Undang ini
masih sangatlah kurang, sehingga masih banyak terjadi praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat di dalam dunia usaha. Hal ini disebabkan karena para
pelaku usaha belum memahami secara jelas mél{genai siapa saja yang dapat
dimintakan pertanggungjawaban serta perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

15 Ibid, hal. 30
16 Ibid, hal. 31




Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk memilih judul :

“Kebijakan Pidana Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persainéan Usaha Tidak Sehat”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas kita bisa melihat terhadap beberapa
permasalahan, di dalam pengkajian penulisan ini dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Apa sajakah subjek tindak pidana dalam Undang-undang No.5 tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

2. Bagaimana perumusan tindak pidana dalam Undang-undang No.S tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1.3.1 Tujuan penulisan ini adalah :

A. Untuk mengetahui subjek tindak pidana Undang-undang No.5 tahun 1999
)

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. .

B. Untuk mengetahui perumusan tindak pidana Undang-undang No.5 tahun.

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat.
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1.3.2 Manfaat Penulisan
A. Manfaat teoritis yaitu penulisan ini diharapkan secara teoritis dapat
mengembangkan [lmu Hukum Pidana di bidang ekonomi (bisnis), dan dapat
memberikan saran-saran dan pemikiran kepada pihak-pihak yang

bersangkutan.

B. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbzingan bagi para

pembuat kebijakan dan penegak hukum di bidang ekonomi.
{

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian skripsi ini adalah berkenaan dengan masalah subjek
tindak pidana di dalam Undang-Undang Anti Monopoli serta perumusan tindak
pidana tersebut dengan berpedoman pada ketentuan hukum positif dan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999.
1.5 Metode Penulisan
1.5.1 Tipe Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penclitian ini adalah penelitian
hukum normatif, yang terfokus pada analisis azas-azas hukum, sistematika terhadap
ketentuan yang mengatur kebijakan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif yaitu suatu penelitian yang menelaah data-data sekunder berupa bahan-
bahan kepustakaan dengan didukung data primer guna memperoleh hasil penelitian

yang benar dan objektif.
1.5.3 Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Data sckunder, adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam
penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. serta perundang-

undangan yang berlaku (KUHPer dan KUHP).
B. Sumber Data
Data sekunder yang diperlukan dari sumber kepustakaan.
1.5.4 Teknik pengumpulan data
Dalam penulisan ini penulis hanya menggunakan data melalui :

Penelitian kepustakaan (library research). Yaitu penelitian yang bertujuan
'
untuk mendapatkan data-data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari

literatur-literatur, buku-buku ilmiah ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan

dengan penulisan skripsi ini.
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1.5.5 Analisis Data
Data yang diperoleh akan dianalisis secara diskriptif kualitatif dalam

penelitian ini data-data yang didapat dari bahan-bahan hukum dianalisis dari

perspektif konsep-konsep kebijakan pidana.
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